
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.28, 2015 PEMERINTAH. Kewenangan. Nasional. Aceh.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5659)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan
landasan hukum dalam menyelenggarakan kewenangan
Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN
PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yangdipimpin oleh seorang
bupati/walikota.

4. Pemerintahan Acehadalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
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5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing.

6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh
adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas
Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

9. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya
disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah
unsur penyelenggara pemerintahan daerahkabupaten/kota yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

12. Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh yang
selanjutnya disebut Kewenangan Pemerintah adalah kewenangan
dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat
nasional dan urusan pemerintahan lainnya di Aceh sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

13. Urusan Pemerintahan yang Bersifat Nasional di Aceh adalah fungsi-
fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah
yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian termasuk yang diselenggarakan dalam bidang
perencanaan nasional, Kebijakan di bidang pengendalian
pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara,
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi
dan standardisasi nasional.
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14. Kebijakan adalah kewenangan Pemerintah untuk melakukan
pembinaan, fasilitasi, penetapan, pengawasan dan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

15. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan
untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

16. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

17. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

18. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

19. Fasilitasi adalah penyediaan fasilitas berupa sumber daya yang
diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh.

20. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk
surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemrakarsa atau
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pimpinan DPRA atau
Gubernur Aceh untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap
suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan
Undang-Undang dan kebijakan Administratif yang akan dibuat, yang
berkaitanlangsung dengan Pemerintahan Aceh.

21. Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur atau
DPRA kepada DPR Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non
Kementerian pemrakarsa untuk digunakan sebagai masukan
terhadap suatu Rencana Persetujuan Internasional, Rencana
Pembentukan Undang-Undang dan kebijakan Administratif yang akan
dibuat, yang berkaitan langsungdengan Pemerintahan Aceh.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH

Pasal 2

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan di Aceh yang meliputi:

a. urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal nasional;

b. urusan tertentu dalam bidang agama; dan

c. urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh.
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Pasal 3

Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
khusus untuk urusan keamanan menyangkut pengangkatan Pejabat
Kepala Kepolisian Daerah dan urusan yustisi menyangkut pengangkatan
Kepala Kejaksaaan Tinggi di Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah dalam Urusan pemerintahan yang
bersifatnasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan dan permukiman;

e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

f. sosial;

g. tenaga kerja;

h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

i. pangan;

j. pertanahan;

k. lingkungan hidup;

l. kependudukan dan catatan sipil;

m. pemberdayaan masyarakat dan gampong;

n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

o. perhubungan;

p. komunikasi dan informatika;

q. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

r. penanaman modal;

s. kepemudaan dan keolahragaan;

t. statistik;

u. persandian;

v. kebudayaan;

w. perpustakaan;
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